PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 33 TAHUN 2007
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSI ONAL
PENYULUH KEHUTANAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :
a.

Mengi
1.

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan
secara penuh dalam jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan,
perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai
dengan beban kerja dan tanggung j awab pekerjaannya;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dal arn
rangka nmeni ngkat kan kesejahteraan dan produktivitas Kkerja
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu
mengat ur Tunj angan Jabatan Fungsional Penyul uh Kehutanan
dengan Peraturan Presiden;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok
Kepegawai an (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nonor 55, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3041) sebagai nana tel ah di ubah dengan Undang- Undang Nonor 43
Tahun 1999 (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1999
Nonor 169, Tanbahan Lenbaran Negara Republi k |ndonesia Nonor
3890) ;

Peraturan Penerintah Nonor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lenmbaran Negara Republik | ndonesia
Tahun 1977 Nonmor 11, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 3098) sebagai mana tel ah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Penerintah Nonor 9 Tahun 2007
(Lenmbaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2007 Nonor 25);
Peraturan Penerintah Nonor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsi onal Pegawa Negeri Sipil (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 1994 Nonor 22, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 3547);

Keput usan Presiden Nonmor 87 Tahun 1999 tentang Runpun Jabat an
Fungsi onal Pegawai Negeri Sipil;

MVEMJTUSKAN

Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSI ONAL PENYULUH
KEHUTANAN.

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang dimksud dengan Tunjangan
Jabat an Fungsi onal Penyul uh Kehutanan, yang sel anjutnya disebut



dengan Tunjangan Penyul uh Kehutanan adalah tunjangan | abatan
fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
di angkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional
Penyul uh Kehut anan sesuali dengan ket ent uan per at ur an
per undang- undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dal am Jabatan Fungsional Penyul uh Kehutanan, diberikan
t unj angan Penyul uh Kehut anan seti ap bul an.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Penyul uh Kehut anan sebagai nana di maksud dal am
Pasal 2 adal ah sebagai mana tercantum dalam Lanpiran Peraturan
Presiden ini.

Pasal 4

(1) Tunjangan Penyul uh Kehut anan sebagai nana di maksud dal am Pasa
3, diberikan terhitung nmulai tanggall Januari 2007.

(2) Sejak mulai tanggal penberian tunjangan sebagai mana di maksud
pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah nenerina
t unj angan Penyul uh Kehut anan ber dasarkan Peraturan Presiden
Nonor 27 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
Penyul uh  Kehut anan, kepadanya hanya diberikan selisih
kekurangan besarnya tunj angan Penyul uh Kehut anan.

Pasal 5

Penberi an tunjangan Penyul uh Kehutanan di henti kan apabila Pegawai

Negeri Sipil sebagai mana di maksud dal am Pasal 2, diangkat dal am
j abatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal

lain yang nengaki batkan penberian tunjangan dihentikan sesuai

dengan ket entuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan | ebih [anjut yang diperlukan bagi pel aksanaan Perat uran
Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepal a Badan
Kepegawai an Negara, baik secara bersanma-sana naupun secara
sendiri-sendiri nmenurut bidang tugasnya masi ng- nasi ng.

Pasal 7
Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden

Nonor 27 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsi onal Penyul uh
Kehut anan, di cabut dan di nyatakan tidak berl aku.



Pasal 8
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juni 2007

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO

LAMVPI RAN

PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVIOR . 33 Tabun 2007

TANGGA ;28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSI ONAI
PENYULUH KEHUTANAN

BESARNYA
No  JABATAN FUNGSI ONAL JABATAN TUNJANGAN
_________________________________________________________________ 1
Penyul uh Kehut anan Penyul uh Kehutanan Rp 550. 000, 00
Ahl | Madya
Penyul uh Kehutanan Rp 400. 000, 00
Muda
Penyul uh Kehutanan Rp 270. 000, 00
Pert ama
2 Penyul uh Kehut anan Penyul uh Kehutanan Rp 300. 000, 00
Ter anpi | Penyel i a

Penyul uh Kehutanan Rp 265. 000, 00
Pel aksana Lanj ut an

Penyul uh Kehutanan Rp 240. 000, 00
Pel aksana

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



